BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (2)
dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7081};

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Ferubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60



Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021
Nemer 5).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Nomor 8};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

ol

(1)

Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pinrang.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republikindonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui scbagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Pasal 2

Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025, meliputi:

a. sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan
pemerintah dan pemerintah daerah;

b. prinsip penyusunan apbdesa;

¢. kebijakan penyusunan apbdesa; d’



d. teknis penyusunan apbdesa;dan
e. hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati
ind, :

(3) Belain Pedoman Penyusunan APBDesa sebagaimana dimalksud pada
ayat (1), dimuat pula format kode rekening, standar harga satuan
pengelolaan keuangan desa, perdes,perkades,evaluasi RAPBDesa dan

rincian SPPD sebagaimana tercantum dalam angka 2 lampiran II
Peraturan Bupat ini;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinran

pada tanggal W jull 2025
BUPATI PINRANG,

IiWﬁH HAMID

Diund di Pinrang
pada t
SE IS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

CALO KER G
BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 NCMOR T



LAMPIRAN 1

FERATURAN BUPATI PINRANG

NOMORI\Q TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBEDESA TAHUN ANGGARAN 2025

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH
DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025-
2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten
Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Visi RPJPD Kabupaten Pinrang 2005 - 2025
adalah . Terwujudnya Masyarakat Pinrang Yang Maju dan Mandiri Melalui Melalui
Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Y¥ang Berwawasan Lingkungan.

Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025
dijelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Pinrang tahun 2025 adalah :
“Peningkatan Ekonomi masyarakat yang inklusif melalui pengembangan
kawasan dan pemanfaatan teknologi serta potensi unggulan daerah yang
berkelanjutan”dan dijelaskan bahwa misi pembangunan Kabupaten Pinrang
tahun 2005-2025 adalah :

1. Menjadikan pengamalan nilai — nilai keagamaan, Pancasila, dan budaya lokal
sebagai pijakan dalam penyelenggaraan kepemerintahan dan pembangunan.
Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintahan dan
Masyarakat Yang Maju, Dinamis, Terbuka Serta Profesianal.

Membangun kualitas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.

Mewujudkan Optimasi Layanan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Wilayah.
Membangun kemandirian daerah berbasis agribisnis dan agroindusiri dalam
memperkuat kemandirian ekonomi lokal yang berorientrasi pasar.

Mewujudkan pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan.

Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum.

w »

o

Penjelasan arah dan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing
prioritas adalah sebagai berikut : Proses sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa,
diwujudkan melalui integritas program dan Kkegiatan pembangunan
yang disesunaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa
masing-masing. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen RPJMDesa
yang dituangkan pada RKPDesa yang telah melalui proses perencanaan
partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara
Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, sehingga pembangunan
daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan
berkesinambungan.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan
mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nemer 6 Tahiuin 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan



Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri
Dalamn Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman FPembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat desa.

Pengelolaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Kepala LKFP
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor
26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip

sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

berdasarkan bidang dan kewenangannya;

2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;

4. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan
bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;

memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan

. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih
tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

NO;

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa
Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun
2025 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan
diatur sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
Pendapatan desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Desa.
Pendapatan desa berasal dari 7 (tujuh) sumber yvang
dikelompokkan atas:
1. Pendapatan asli desa
Jenis-jenis pendapatan asli desa terdiri atas:
a. Hasil usaha,antara lain :
1) Bagi hasil BUM Desa
b. Hasil aset, antara lain:
1) Tanah kas desa
2) Tambatan perahu
3) Pasar desa
4) Tempat pemandian umum
5) Jaringan irigasi; dan
6) Hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal
berskala desa.
c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong antaralain:
1) Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat
desa ( penerimaan yang dimaksud disini adalah
penerimaan berupa uang dan dimasukkan kedalam



rekening kas desa, serta dicatatkan dalam buku kas
dan buku pembantu kegiatan penerimaan swadaya
masyarakat dan swadaya dalam bentuk barang/jasa
tidak dicatatkan sebagai penerimaan kas, tetapi
dicatatkan pada buku pembantu kegiatan penerimaan
swadaya masyarakat.

d. Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain:

1) Hasil pungutan desa
Adapun yang dimaksud dengan pungutan desa adalah
pungutan atas pelayanan pemerintah desa dan/atau
penggunaan fasilitas yang dimiliki desa yang
dikenakan kepada masyarakat.objek pungutan yang
dilakukan pemerintah desa wajib dituangkan dalam
peraturan desa yang harus dievaluasi terlebih dahulu
oleh pemerintah kabupaten.
2. Transfer

Kelompok pendapatan transfer terdiri atas jenis:

a. Dana desa

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten

Pendapatan dari bagian hasil pajak dan retribusi ini

ditetapkan paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi

daerah yang diterima kabupaten.
c. Alokasi dana desa (ADD)

ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten

setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD dialokasikan
paling sedikit 10% dibagi kepada setiapa desa.

ADD sebagai sumber pendapatan desa, diprioritaskan

digunakan untuk :

1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan
perangkat desa;

Ketentuan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat
desa adalah:

a. Kades paling sedikit Rp. 2.426.640

b. Sekretaris desa paling sedikit Rp. 2.224.420

c. Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200.

2) luran jaminan kesehatan kades dan perangkat desa,
sesuai peraturan perundangan.

3) Tunjangan dan operasional BPD

4) Insentif RT/RW;

5) Operasional pemerintahan desa.

6) Siltap dan iuran jaminan kesehatan kades dan
perangkat desa bersumber dari ADD dan dapat
menggunakan sumber pendapatan lainnya, selain dana
desa.

7) Penggunaan sisa ADD selain tersebut di atas ditentukan
lebih lanjut melalui musrembang desa untuk
pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan,pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak.



d. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja
daerah provinsi.

Bantuan kepada desa yang dialokasikan pada belanja APBD

Provinsi dalam rangka kerja sama daerah,pemerataan

peningkatan kemampuan keuangan dan atau tujuan

tertentu lainnya.tujun tertentu lainnya yang dimaksud
adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi
dan/atau penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan bersifat umum dan khusus.

1) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukkan dan
pengelolaannya bantuan keuangan diserahkan kepada
pemerintah desa penerima bantuan.

2) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
pemerintah provinsi pemberi bantuan dan
pengelolaannya diserahkan kepada penerima
bantuan.pemerintah provinsi dalam memberi bantuan
keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan
penyediaan dana pendamping dalam APBDesa.

e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja
daerah kabupaten, bersifat:

Bantuan kepada desa yang dialokasikan pada belanja APBD

kabupaten, ketentuan pemberian bantuan keuangan dari

APBD sama dengan ketentuan bantuan keuangan dari

APBD Provinsi,

3. Lain-lain pendapatan desa
Lain-lain pendapatan desa terdiri atas jenis :
Penerimaan dari hasil kerjasama desa
. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi didesa
Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun
anggaran berjalan.koreksi kesalahan adalah penerimaan
yang berasal dari pengembalian uang yang muncul akibat
adanya koreksi atas kekeliruan atau kesalahan belanja yang
dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.
e. Bunga bank; dan
f. Pendapatan lain desa yang sah
Pendapatan lain desa diluar 5 jenis pendapatan dari lain-
lain pendapatan desa, seperti :
1} Bantuan dari pemerintah pusat yang diterima langsung
dalam rekening kas desa sebagi bagian dari pelaksanaan
program /kegiatan kementerian /lembaga (K/L) terkait

Ao o

Kode rekening yang digunakan

4 [3 |9 |90- Bantuan keuangan
9g* dari
kementerian/lembaga*
...... ( sebutkan)

2) Hadiah yang masuk ke rekening kas desa.

2. Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban
desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan
untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.



Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan
ketentuan:

a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk
mendanai :

1)

2)
3)
4)
S)

Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja
operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga
dan rukun warga.

Pelaksanaan pembangunan desa

Pembinaan kemasyarakatan desa

Pemberdayaan masyarakat desa.

Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
desa.

b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untu
mendanai :

1)

2)
3}

Penghasilan tetap dan tunjangan kades, sekdes dan
perangkat desa lainnya.dan

Tunjangan dan operasional BFD.

Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b di atas diluar pendapatan yang bersumber
dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain
dan bantuan keuangan bersifat khusus.

1. Klasifikasi belanja
Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang, sub bidang dan
kegiatan :

a.

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas
sub bidang :
1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan
dan operasional pemerintahan desa;
2) Sarana dan prasarana pemerintahan desa;
3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil,statistik
dan kearsipan.
4) Tata praja pemerintahan,perencanaan,keuangan dan
pelaporan; dan
5} Pertanahan.
Bidang pelaksanaan pembangunan desa, terdiri atas sub
bidang:
1) Pendidikan
2) Kesehatan
3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
4) Kawasan permukiman
5) Kehutanan dan lingkungan hidup
6) Perhubungan, komunikasi dan informatika
7} Energi dan sumber daya mineral;
8) Pariwisata.

Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, terdiri atas

bidang:

1) Ketentraman,ketertibandan pelindungan masyarakat

2) Kebudayaan dan keagamaan

3) Kepemudaan dan olahraga

4) Kelembagaan masyarakat.

Bidang pemberdayaan masyarakat desa, terdiri atas sub

bidang:

1} Kelautan dan perikanan

2) Pertanian dan peternakan

3) Peningkatan kapasitas aparatur desa

4) Pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan
keluarga



o) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
6) Dukungan penanaman modal
7) Perdagangan dan perindustrian.
e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak, terdiri atas sub bidang:
1) Penanggulangan bencana
2) Keadaan darurat
3) Keadaan mendesalk

Masing-masing sub bidang tersebut diatas terdiri atas kegiatan-kegiatan
yang dikodefikasi dalam kode rekening, sebagaimana
terlampir.pemerintah, dalam hal ini kementerian dalam negeri, dapat
menambahkan daftar kegiatan dengan menggunakan kode rekening
lanjutan dari daftar terakhir kegiatan untuk masing masing sub
bidang.pemerintah daerah kabupaten dapat menambahkan kegiatan
yang tidak tercantum dalam daftar dengan memberikan kode 90 sampai
dengan 99 untuk masing-masing sub bidang.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menambahkan kegiatan

penerimaan lain kepala desa dan perangkat desa dengan kode rekening

90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil

pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus

pada sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan
dan operasional pemerintahan desa.

Bantuan khusus sebagaimana tersebut diatas dapat berupa :

a. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten
yang bersifat khusus, yang khusus dialokasikan untuk penambahan
penerimaan kepala desa dan perangkat desa.

Pencatatan pendapatan dan belanja dalam APBDesa dalam pola
penjabatan APB Desa adalah sebagai berikut:

Pendapatan

L1 I 14 [2 [4 [90-99* [BKK dari APBD Provinsi |

Atau

|| | (4 |2 [5 [90-99* [BKK dari APBD Kabupaten |

Belanja

11 [90- [5]1 |1 [90- [Penerimaan lain kepala desa |
99* 99 yvang sah (sebutkan..)

11 90- (5|1 |2 |90- Penerimaan lain perangkat
99* { 99 desa vang sah (sebutkan..)

b. Pengalokasian kembali ADD tahun anggaran sebelumnya yang tidak
disalurkan oleh pemerintah kabupaten pada tahun anggaran yang
berkenaan, yang mengakibatkan kepala desa dan perangkat desa
tidak /kurang menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan pada
tahun anggaran sebelumnya.

Pencatatan pendapatan dan belanja dalam APB Desa dalam pola
penjabaran APB desa adalah sebagai berikut:

Pendapatan

4 |3 |9 [90-99* [BKK dari ADD Tahun




1)1 90- {5{1 |1 {90-99 Penerimaan lain kepala
99* desa yang sah {penghasilan
tetap dan tunjangan kepala
desa TA..)
111 90- |51 |2 |90-99 Penerimaan lain perangkat
99* desa yang sah (penghasilan
tetap dan tunjangan
perangkat desa TA..)

Penambahan kegiatan untuk penerimaan lain vang sah kades dan
perangkat desa tersebut tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
2. Jenis belanja
Jenis belanja terdiri atas:
a. Belanja pegawai
Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan
tetap, tunjangan, penerimaan lain. Dan pembayaran jaminan
sosial bagi kades dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang
dibayarkan setiap bulan.
Pembayaran jaminan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.khusus untuk jaminan kesehatan
bagi kepala desa dan perangkat desa menggunakan BPJS
kesehatan yang pembayarannya dialokasikan pada APB Desa dan
APBD kabupaten dengan besraan berdasarkan yvang ditetapkan
peraturan perundang-undangan mengenai BPJS kesehatan.
b. Belanja barang/jasa
Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
dua belas) bulan.belanja barang/jasa dimaksud digunakan antara
ain untuk:
1)  Operasional pemerintah desa
2) Pemeliharaan sarana prasarana desa
3) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis.
4) Operasional BPD
3) Insentif Rukun tetangga/rukun warga (RT/RW)
Insentif RT/RW merupakan bantuan uang untuk operasional
lembaga RT/RW guna membantu pelaksanaan tugas
pelayanan pemerintahan,perencanaan
pembangunan,ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat desa. Insentif RT/RW masuk
pada jenis belanja barang bukan penerimaan RT/RW seperti
penghasilan tetap, tunjangan atau
honorarium.pertanggungjawaban pengeluaran anggaran
berupa kuitansi penerimaan uang oleh pengurus RT/RW
6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.
Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
menjadi bagian dalam suatu pelaksanaan kegiatan.
c. Belanja modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang
yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
menambah aset, baik dari sisi kuantitas (jumlah) maupun
kualitas (nilai). Pengadaan barang yang menambah jumlah
maupun nilai aset digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
kewenangan desa dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Kegiatan pembangunan fisik harus dilaksanakan pada aset



desa (bangunan dan/atau tanah) ; dan
2) Kegiatan yang berhubungan dengan pembelian suatu benda
bergerak maupun tidak bergerak yang nilai manfaatnya lebih
dari 12 bulan, barang dimaksud harus dicatatkan sebagai aset
dan milik desa.
d. Belanja tak terduga
Merupakan belanja wuntuk kegiatan pada sub bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan
mendesak yang berskala lokal desa. Belanja untuk kegiatan pada
sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat , dan
keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai
berikut:
1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2) Tidak diharapkan terjadi berulang
3) Berada diluar kendali pemerintah desa.
c. Pembiayaan
Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.
Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :
1. Penerimaan pembiayaan
Penerimaan pembiayaan terdiri atas :
a. Silpa tahun sebelumnya
Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya di sebut Silpa
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.
Silpa paling sedikit meliputi:
1) Pelampauan penerimaanpendapatan terhadap belanja
2) Penghematan belanja
3) Sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan
b. Pencairan dana cadangan
Untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang
selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam
APBDesa.
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah
dan bangunan
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ dicatat dalam penerimaan
pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.



2. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan

Dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak

dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu} tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa yang

paling sedikit memuat:

1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus

dianggarkan;

4) Sumber dana cadangan; dan

5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya
telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir
masa jabatan kepala desa.

b. Penyertaan modal.

Digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang di

investasikan dalam BUM Desa guna meningkatkan pendapatan desa

atau pelayanan kepada masyarakat.
T Penyertaan modal pada BUM Desa harus melalui proses analisis
kelayakan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan bupati mengenai pengelolaan keuangan desa mengatur
mengenai tata cara penyertaan modal antara lain:
1) Modal yang dapat disertakan

a. Berasal dari APB Desa, setelah memperhitungkan terpenuhinva
penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

b. Alokasi khusus dari APBDesa yang bersumber dari bantuan
keuangan bersifat khusus; dan

c. Alokasi anggaran dari APBDesa yang disisihkan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap
berpedoman pada analisa kelayakan.

2)  Analisa penyertaan modal
a. Penyertaan modal awal (pembentukan )
(1) Adanya legalitas pendirian BUM Desa
(2) Hasil analisa kelayakan usaha
(3) Adanya AD/ART
(4) Dokumen pengajuan penyertaan modal desa

b. Penyertaan modal tambahan

(1) Usaha BUM Desa menunjukkan perkembangan yang baik,
dilihat dari grafik produksi dan pemasaran

(2) Usaha BUM Desa menunjukkan penguatan ekonomi
masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

(3] Tidak ada konflik kepengurusan dan permasalahan
hukum; dan

(4) Adanya hasil analisa usaha.

c. Paling sedikit legalitas pendirian BUM Desa yang ditetapkan
melalui peraturan desa mengatur antara lain hal-hal sebagai
berikut:

(1) Jenis kegiatan

(2) Kriteria yvang mengelola

(3] Penetapan waktu dan besaran (nilai dan/atau persentase)
hasil BUM Desa untuk pendapatan asli desa; dan

(4) Kewajiban dalam pelaporan.



c. Setor kembali pendapatan transfer.
1) Dana desa (kode rekening 6.2.3.01)

D. TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN APB Desa
Dalam proses penyusunan APBDesa, Sekretaris desa dibantu perangkat desa lainnya

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

a. Atas perintah Kepala Desa Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan
rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman
penyusunan APB setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan

bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

b. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa

berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

c. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

kepada Kepala Desa.

d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BFD
untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun

herjalan.
2. Persetujuan atas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama antara kepala desa

dan BPD

b. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam
keputusan BPD tentang persetujuan atas rancangan peraturan desa tentang APBDEsa

c. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan
Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.Sekretaris Desa

mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
3. Evaluasi APB Desa

a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama
pemerintah desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa,

disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

b. Rancangan peraturan desa mengenai APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada
bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga)] hari sejak disepakati untuk

dievaluasi.
c. Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman
dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan

tentang APB Desa.

g d. Penyampaian rancangan peraturan dimaksud, dilengkapi dengan dokument

palmg sedikit meliputi:

surat pengantar,

rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
peraturan Desa mengenai RKP Desa

kewenangan lokal berskala besar;
peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
peraturan desa mengenai penvertaan modal, jika tersedia;dan
berita secara hasil musyawarah BPD

e S e e

APBDesa

peraturan Desa megenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

keputusan BPD tentang persetujuan atas rancangan peraturan desa tentang

e¢. Dalam melakukan evaluasi dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat

Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

f. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan bupati dan disampaikan kepada
Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya

rancangan dimaksud.

g- Dalam hal bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada huruf b, rancangan peraturan desa dimaksud

berlaku dengan sendirinya.



h. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum dan RKPdesa selanjutnya kepala desa menetapkan menjadi peraturan
desa.

.. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPdesa,
Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua
puluh ) terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

j- Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan oleh
kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf e, dikiim kembali oleh kepala
desa kepada Bupati paling lama 3(tiga) hari setelah selesai penyempurnaannya.

k. Bupati melalui camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan
rancangan peraturan desa tentang APBDEsa kepada kepala desa paling lama
3(tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas rancangan peraturan
desa tentang APBDesa dari Kepala Desa.

1. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah di disempurnakan
scbagaimana dimaksud pada huruf g, selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan
desa tentang APBDesa.

Benetapan dan penyampaian informasi

aj Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan
oleh Kepala Desa menjadi peraturan tentang APB Desa paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya.

b) Pengundangan peraturan Desa mengenai APB Desa dalam lembaran Desa.

c) Kepala Desa menetapkan Rancangan peraturan Kepala Desa tetang penjabaran
APB Desa sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan Desa tentang APB Desa
dan diundangkan ke dalam Berita Desa.

d) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan
kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (Tujuh)
hari setelah ditetapkan.

e] Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa, dengan materi berisi:
1. AFPB Desa;

2. Pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
3. Alamat pengaduan;

E. HAL-HAL KHUSUS
Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2025, selain
memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal
- khusus, antara lain sebagai berikut:

a.

Bagi desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Angaran (SiLPA)} Tahun
Anggaran 2024 agar dianggarkan kembali dalam belanja APBDesa Tahun
Anggaran 2025 baik wuntuk belanja kegiatan yang belum selesai
dilaksanakan pada Tahun 2024 atau dapat dialihkan untuk membiayai
kegiatan baru herdasarkan musyawarah desa.

Pemerintah Desa wajib melakukan semua pengadaan barang dalam keadaan
baru, khusus kendaraan dinas on the road plat merah.

Dalam penyusunan APBDesa Perubahan didesa batas waktunya paling
lambat bulan Oktober Tahun Anggaran berjalan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola, dengan memaksimalkan
penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara
gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas
kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.



Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa
melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan  administrasi
keuangan desa, baik pada tatanan perencanaar, pelaksanaan,
penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur,
penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara
lebih akuntabel dan transparan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih optimal,
Lembaga Desa untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya
manusia bagi penyelenggara lembaga desa melalui kegiatan pelatihan,
bimbingan teknis.

BUPATI PINRANG

T



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR0 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN

PENDAPATAN  DAN

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

2025

1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, Kegiatan dan Output

1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub
bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung

terselenggaranya funﬂpe merintahan desa yang mencakup:
sub bidang penyelenggaraan belanjs penghasilan tetap,
tunjangan dan operasional pemerintahan desa {(maksimal
30% untuk kegiatan 01,02,05 dan 06)

penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa

penghasilan tetap kepala desa

OB {orang/Bulan)

tunjangan kepala desa

OB {omrﬁfﬁulanl

penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa

penghasilan tetap peranghat desa

OB {orang/Bulan)

HEHHI—IHHH

tunjangan Eeranﬁkat desa

OB (orang/Bulan)

penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat
desa

=

[

jaminan sosial kepala desa

OP :arangflbulan

jaminan sosial perangkat desa

QP {orang/bulan |

penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honorarium
PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian
dinas/atribut,listrik/telpon dll)

aperasional permerintah desa

paket

|penyediaan tunjangan BPD

tunjangan BPD

OB {orang/Bulan)

b e d s f

penyediaan operasional BRD (rapat-rapat{ATK, makan-
minum),perlengkapan perkantoran, pakaian seragam,
perjalanan dinas,listrik/telpon dil)

operasional BPD

paket

penyediaan insentif/Operasional RT/RW

operasional RT/RW

paket

b s s fpa

lain-lain sub bidang penylenggarasn belanja penghasilan
tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa

sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa

ipenyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

2(01 j01

kendaraan roda4

unit

2101 j02

kendaraan roda3

unit

2l01 {03

kendarsan roda 2

unik

201 {04

mebelair kantor

unit

2l 1j05

komputer

unit

B e s fe Jpen g (e [

2101 |06

prasarana kantor lainnya




1{2 |02 pemeliharaan gedung/prasarana perkantoran desa
11202/01} pemeliharaan gedungdan prasarana perkantoran desa unit
ME I pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana
kantor desa
112 103 ana i
1(2]03/02] bangunan unit
1720303 halaman dan area parkir kantor unit
112}103/04] rehabilitasi/peningkatan bangunan unit
112 |03|os rehabilitasi/peningkatan halaman dan area parkir kantor
$ ynit_
1| 2 lo-gs lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana
pemerintahan desa
13 sub bidang adminitrasi kependudukan, pencatatan sipil ,
statistik dan kearsipan
11siem pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat
pengantar /pelayanan KTP,akta kelahiran,kartu keluarga, dil)
1|3|01(01 pelayanan administrasi umum dan kependudukan Paket
penyusunan /pendataan /pemutakhiran profil desa (profil
11302 kependudukan dan potensi desa)
113le2lo1 dokumen profil desa (profil kependudukan dan potensi
desa Paket
1303 pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
EH{STHCS pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa |Paket
penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang
113]04 kependudukan dan pencatatan sipil
11304/ 01 penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil Kali
13|05 pemetaan dan analisa kemiskinan desa secara partisipatif
dokumen pemetaan dan analisa kemiskinan desa secara
113|052
partisipatif Paket
lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan
1| 3 [90-99 ;
,pencatatan sipil , statistik dan kearsipan
1la sub bidang tata praja pemerintahan ,perencanaan, keuangan
dan pelaporan
penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan
1{4|01 APB Desal musdes, musrembangdes/pra-
musrembangdes, dil bersifat reguler)
114/01{01| terselenggaranyamusyawarah desa perencanaan desa Kali
terselenggaranya musyawarah desa perencanaan
Lp4|or e pembangunan desa Kali
1/4]01|]03| terselenggaranyamusyawarah pembahasan APBDesa Kali
174101|04| terselenggaranyamusyawarah lainnya Kali
1|4 ]02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembung
warga, dil., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1| 4 }02)01 |Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler Kali
114103 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPIMDes/RKPDes, dil
1140301 Dokumen Perencanaan Desa Paket
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes
1p4)o Perubahan/LP) APBDes dan seluruh dokumen terkait)
1] 4|04]|01 Dokumen Keuangan Desa Paket




Pangelalaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

[y

Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa

Paket

P -

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dil-diluar
dokumen RencanaPe mbangunanfkeuangan}

01

Dokumen Kebijakan Desa non Rencana
Pemba@ﬁaﬁf Keuangan

Faket

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan
akhir masa jabatan, laparan keterangan akhir tahun anggaran,
informasi kepada masyarakat)

-9

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Faket

FY

Pengembangan Sistem Informasi Desa

F-9

Terciptanya Sistem Informasi Desa

Paket

o8
o8l 01
1.2]

Koordinasi/Kerjasama Penvelenggaraan Remerintahan dan
Pembangunan Desa {Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak
Ketiga,dii)**

g0l

Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa Antar

Desa/Kecamatan/Kabupaten,Pihak Ketiga,dil)

Paket

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan
Kepala kewilayahan dan Pemilihan BPD {yang menjadi
wewenang Desa)

Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan
Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD

Paket

Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman
kontigen dalam mengikuti Lomba Desa

Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan pengiriman
kantigen dalam mengikuti Lamba Desa

Kali

Pengiriman kontigen Lomba Desa

Kali

Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lalnnya untuk Desa
Persiapan

Tersedianya Pembentukan Struktur Organisasi

Paket

gl

Terselenggaranya Penganghkatan Rerangkat Desa

BRI R

Tersedianya Fasilitas Dasar bagi Penduduk Desa (sesuai
kewenangan Desa)

|n-|-n|-=HH|--H

Bl B (BB B B A

[

-9

&
2| B

~
&

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
Terselenggaranya Pendataan Bidang Kependudukan,

Potensi Ekonomi, Inventarisasi Pertanahan Serta
Pengembangan Sarana Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan
(sesuai kewenangan Desa)

2
B

lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan,
perancanaan, keuangan dan pelaporan®

Sub Bidang Pertanahan

sertifikasi Tanah Kas Desa

Sartifikat Tanah Dasa

Lnit

Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian
Registrasi Agenda Pertanahan)

Terselenggaranya Administrasi Pertanahan

Paket

Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin

Unit

Mediasi Konflik Pertanahan

e e e o (i)
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2

Terselenggaranya Mediasi Konflik Pertanahan

Paket




Penyuluhan Pertanahan

01| Terselenggaranya Penyuluhan Pertanhan Kali
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PEB)
01| Terselenggaranya Administrasi PBB Paket

=

el L ]

RARAEE

Penentuan/penegasan/pembangunan batas/payok tanah Desa**
Batas Tanah Desa Unit

lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan®

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGLUNAN DESA

Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan
kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan
urmum, dan lain - lain. Pembangunan tidak berarti hanya
pe,bangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan
pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
bidang ini mencakup:

2 Sub Bidang Pendidikan

Penyalanggaraan PAUD/TK/TPA/THKA/ TPO /Madrasah Non-Farmal
Milik Desa**{Bantuan Honor pengajar, pakaian seragam,
operasional, dst)

Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
Milik Desa

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE. Sarana Paud, dst)
01 Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa Paket
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
Jumiah peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi
Masyarakat Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
Femeliharaan Sarana dan Rrasarana Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Mon-Formal Milik Desa**
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
PALID/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Farmai Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif {APE)
PAUD/TE/TPA/TKA/TPO/ Madrasah Non-Formal Milik Desa **
Tanah untuk PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
Milik Desa
Gedung/Bangunan PAUD/TK,/TPA/TKA/TPC/Madrasah Non-
Fermal Milik Desa
Buku dan Pelajaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa ki
Alat Peraga Edukatif { APE ) Linit
Mebelair PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal
Milik Dasa
sarana/Prasarana PAUD/TE/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Miltk Desa
Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD/
TE/TPA/TK Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **

3'
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Tanah untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar
Belajar Milik Desa

Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/
Sanggar Belajar Milik Desa

B
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Unit




Mebelair Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/

Sanggar Belajar Milik Desa Unit
2 1107 ] oa Sarana Perpustakaan,/Taman Bacaan Desa/
Sanggar Belajar Milik Desa Unit

Rehahllltasifpeningkatan Sarana Prasarana

2| 1|07 |05 Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar
Belajar Milik Desa Unit

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa ( Pengadaan

2 1| 08 Buku-Buku Bacaan, Honor Penjaga untuk
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2 1 loslol Terselanggaranya Operasional
Perpustakaan/Taman Bacaan/Sangga Paket
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan
2 1|09 .
Belajar
¢ 1 110101} TanahuntukSanggarSenidan Belajar M2
2 |1j09]02 Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar Unit
211003 Peralatan Kesenian Unit
2 1| 09|04 Mebelair Sanggar Seni dan Belajar Unit
2 1 0905 Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya Unit
2 1.1 }10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2 11 |10j]01 Jumiah siswa Penerima Bea Siswa Orang
2 | 1909 lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2 12 Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa

{(PKD)/Polindes Milik Desa {ohat.chatan;

21201 Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa;

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

bagi Keluarga Miskin, dst)

2 2 01|01 Obat-obatan Paket
01 | 02 Jumiah Resarta KB Kontrasepsi Keluarga Miskin Orang

Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan

2 2 Paket
] B Desa (PKD)/Polindes o
Penyelenggaraan Posyandu {Makanan Tambahan,
2 2 | 02 Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader
Pesyandu)
2 2 | 0201 Makanan Tambahan Unit
2 2 | 02 {02 Jumlah Ibu Hamil Orang
2 | 2 0203 Jumlah Lansia QOrang
Terselenggaranya Dperasional Pos Kesehatan
2 2 Paket
il T Desa (PKD}/Polindes
. 2| 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan {(untuk
Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dil)
2| 2le3los Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Orang
Kesehatan
2 | 2|04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2 120401 Ambulance Unit
2 | 2 {0402 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya |Paket
2 2|05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
lah (f i i Merah
sl 2les|m Jumlah (frekwensi) Pembinaan Palang Kali

Remaja (PMR) tingkat desa




Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

o]

]

o1

lumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita
(BKB)

Orang

Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau
Bina Keluarga Balita (BKB)

Paket

KRR

Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

[=]
]

Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya
Kesehatan Tradisional

Paket

M b ] M2

Pemellharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

LT PV I T VR 9

P

Perneliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

Unit

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana/Posyandu/Polindas/PKD**

01

Tanah Posyandu/Polindes/PKD

M2

Gedung/Bangunan Posyandu/Rolindes/PKD

Unit

03

Mebelair Posyandu/Polindes/PKD

Unit

Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD

Unit

NN‘NHN )

Pud fPd | Id [N | P2

05

Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya

Unit

& 12123181B|18| 8 |8 |8

penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang
mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk
kader sesuai kewenangan Desa

01

penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang
mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk
kader sesuai kewenangan Desa

FPaket

Insentif Kader Kesehatan

o1

Insentif Kader Kesehatan

OB(orang/bulan)

lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemeliharaan Desa

01

Pemellharaan Jalan Desa

Meter (M)

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman,/Gang

Pemellharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang

Meter (M)

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

01

Jalan Usaha Tani

Meter (M)

Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

RIRIB|R(=

01

Jembatan Milik Desa

Unit
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Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan,
Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan |ain)

]

77 ]
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01

Pemeliharaan Prasarana jalan Desa (Gorong-gorong,
Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana lalan lain)

Meter (M)

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai
Kemasyarakatan

Unit

Pemeliharaan Gedung Balai Desa/ Balal Kemasyarakatan
Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs
Bersejarah/Petilasan Milik Desa

Bersejarah/Petilasan Milik Desa

Unit

Pemeliharaan Embung Milik Desa

Pemeliharaan Embung Desa

Unit

Pemeliharaan Menumen/Gapura/Batas Desa

B IR BRI ko R | B

fad Jlap flas b fl | o | L
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01

Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

Unit




Kode Rekenin BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN DAN OUTPUT |SATUAN OUTPUT
2 {3 |10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa**
2 |3 j10 1 Jalan Desa Meter (M)
2 |3 |10 |2 Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Meter (M)
Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
2 13 1 Pemukiman/Gang**
2 13 111 1 Jalan Pemukiman/Gang Meter [ M)
2 13 |11 |2 Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkuman PdMeter (M}
a3l 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
Usaha Tani **
23| 12 |01] PembangunanJalan Usaha Tani Metre (M)
23] 12 102] Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Metre (M)
213l 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
Jernbatan Milik Desa **
23] 13 |01| lembatan Desa Unit
23] 13 |02 Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik DesalUnit
2|3} 13 [03] Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan
213 14 Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase,
Prasarana Jalan Lain} **
Prasarana Jalan Desa{Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab  |Metre (M)
2{3| 14|01 . ;
Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-  {Metre (M)
2 | 3| 14 ;02 |gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan
Lain}
213 5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai
Kemasyarakatan **
23] 35 |01 | Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Unit
213|315 |02| Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |Unit
213! 16 Rembangunan/Rehabilitasi/Reningkatan Remakaman Milik
Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2{3] 16 j01| Pemakaman Milik Desa Unit
2131 16 |02]| SitusBersejarah Milik Desa Unit
23§ 16 |03| Petilasan Milik Desa Unit
213! 16 loa Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs  |Unit
Bersejarah Milik Desa/Petilasan
213 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2{3]| 17 |01| Petawilayah dan sosial desa Paket
213}) 18 Penyusunan Dgkumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2]13)] 18 |01| Dokumen Perencanaan Paket
213} 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
213} 19 {01 EmbungDesa Unit
213 19 {02 Rehahilitasi}PeninEkatan EmhunE_ Desa Unit




Rembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/
Batas Desa **

01

Monumen/Gapura/ Batas Desa

Unit

Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa

Unit

Pembangunan/Perbaikan Fembok Penahan Longsor

01

Pembangunan/Rerbaikan Tembok Panahan Longsor

Unit

pembuatan terasering

P i ] Bd | N |
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228|888

01

pembuatan terasering

Unit

pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala
Desa

82

01

pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala
Desa

Unit

Jo-99

fain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang*

Sub Bidang Kawasan Permukiman

2

Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab
Rumah Tidak Layak Huni {RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi,
dify

01

Jurnlah Rurmah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

01

Pemeliharaan Sumur Resapan

Unit

Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
Air/Tandon Penampuangan Air Hujan/Sumur Ber, dll)

Pemeliharaan Sumber Air Bersih

Unit

Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
{pipanisasi, dil)

01

Pemeliharaan Sambungan Air Bersih

Meter (M)

£

Permeliharaan Sanitasi Permukiman (Gereng-goreng,
selokan, Parit, dil. Diluar prasarana jalan)

Pemeliharaan Sanitasi

Meter (M)

Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

AR & B[ 8 |B|R |B|R|R

Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umnum, di|

Unit

Bt R B e R
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Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman { Penampungan, Bank Sampah, dl! }

1]

-9

01

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman {Penampungan, Bank Sampah, dii )

Unit

Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah {Drainase, Air
Limbah Rumah Tangga)

01

Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah

Meter (M)

Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

Bl sl s

BIBR| B | €

01

Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

Unit

.Y

=

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**

]

=

01

Sumur Resapan

Unit
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5

Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan

Unit




Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air

11 Bersih Milik Desa ( Mata Air/Tandan Penampungan Air
Hujan/Sumur Bor, dil)**
11 | o1 Sumber Air Bersih Milik Desa {Mata Air/Tandon
Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dli) Unit
Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
11 | 02| (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor,
dil) Uik
12 Pernbangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air
Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dil]**
12 om
Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,dl|}|Meter (M)
12 | a2 Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke
Rumah Tangga {pipanisasi, dil) Meter (M)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi
13 permukiman {Gorong - gorong, Selokan, Parit, dii., diluar
prasarana jatan)**
13 | m Sanitasi permukiman (Gorong - gorong, Selokan, Parit,
dil., diluar prasarana jalan) Meter [M)
Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi permukiman
13 | o2 (Goreng - gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana
jalan) Meter (M)
14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban
Umum/RMCK Umum, dil %%
14 1 01| Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dli Unit
12 | @ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK
Umum, dll Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas
15 Pengeiolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,
Bank Sampah, di|) **
15 o1 Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
{Penampungan, Bank Sampah, dll) Unit
Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan
15 | 02 | Sampah Desa/Permukiman {Penampungan, Bank
Sampah, dll) Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem
16 Pembuangan Air Limbah {Drainase, Air Limbah Rumah
Tangga) **
Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air
16 | 01 ,
Limbah Rumah Tangga)
Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air
16 | 02
Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) Meter (M)
17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
17 |01 Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa Unit
Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain
17 | 02 )
Anak Milik Desa Unit




21480 pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak
| pengangkut sampah;
2lalolo pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak
pengangkut sampah; Unit
pengadaan alat untuk pemanfaatan
214 01 sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik,
L mesin cacah)
pengadaan alat untuk pemanfaatan
2} 4| 91| 01 |sampahflimbah {misal: pembuatan pupuk organik,
mesin cacah) Unit
21alo pengadaan peralatan pembuatan kompos padat
_ dan/atau cair
2lala|lm pengadaan peralatan pembuatan kompos padat
dan/atau cair Unit
214193 L Pembersihan lingkungan pemukiman
2 | 4|93 | 01 |Pembersihan lingkungan pemukiman Paket
2| 4 |oogl lain - lain ke;;iata‘n sub bidang perumahan rakyat dan
kawasan permukiman®
2415 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
A1 5] 01 L Pengelelaan Hutan Milik Desa
215101 |0 Terselenggaranya Pengelolaan Hutan Milik Desa |Paket
2|51 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
21510 [ o Terselenggaranya Penghijauan Desa Paket
s1lslo!l o Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup
i T T Desa Lainnya Paket
als!oa Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran
IL L tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terselenggaranya
215100 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran
tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kali
2151 90 nanaman pohon di lahan tandus
2|1 5] 90 | 01 {penanaman pohon di lahan tandus paket
Y I Sy pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur
pompa di hutan dan lahan
3l sla1 ] pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur
pompa di hutan dan lahan Unit
2| sl as Pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa
atau BUM Desa
slslaala Pengeloiaan wanatani {agroforestri) oleh Desa
atau BUM Desa Paket
2 | 5 |oo-g9l lain - lain keg?atan sub bidang Kehutanan dan
Lingkungan Hidup*
216 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
216 |01 L Pembuatan Rambu - Rambu di Jalan Desa
216101101 Rambu Jalan Unit
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa {Misal :
21 6 02 Pembuatan Poster/Balino informasi penetapanfiPi
L APBDes untuk War_g.a, dil)
slelozl|en Poster/Baliho Informasi penetapan/LP] APBDes
untuk informasi kepada masyarakat Unit




Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi
Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi
Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi

Unit

fhd Td (b [ 5]

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaa
n Sarana & Prasarana Transportasi Desa

Sarana dan Prasarana Transportasi Desa

Unit

fain - lain kegiatan sub bidang Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika®*

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

LS I | T B SR | ¥

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi

Alternatif tingkat Desa

01

Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat
Desa

Watt

01

Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Energi Alternatif tingkat Desa

Watt

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **

02

Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

Unit

Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pariwisata Milik Desa

Unit

sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang
diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan
pendayagunaan teknologi tepat guna untuk
energi baru terbarukan serta konservasi dan
penghematan energi

01

sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang
diakibatkan oleh Perubahan lklim, dan
pendayagunaan teknologi tepat guna untuk
energl baru terbarukan serta konservasi dan
penghematan ene

Paket

i
fain-Tain kegiatan mﬁ‘ﬁlﬂaﬂg Energi dan sumber
Daya Mineral*

o1

Sub Bidang Parlwisata
Femelilaraan sarana dan Prasarana Pariwisata

Milik Desa

bt

01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Milik Desa

Unit

Pembangunan/Rehahilitasi/Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **

Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **

Unit

Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pariwisata Milik Desa **

Unit

Fenﬁembangan Pariwisata Tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi
Alternatif tingkat Desa

L\‘MMMNM
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BIDANG PEMBINAAN KEMSYARAKATAN DESA

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan
untuk meningkatkan peran serta kesadaran masyarakat / lembaga
kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa
yang mencakup :

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat

Pengadaan/Penyalanggaraan Pos Keamanan Desa {pembangunan
pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dil) **

Pos Keamanan Desa

Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketartiban sleh Pamerintah Dess (Satlinmas desa)

Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban
Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

Kaordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan
Pertindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi
pemerintahan daerah, dli) Skala Lokal Desa

8
2

Terselenggaranya Koordinasi Permbinaan Ketentraman,
Ketertiban, dan Pedindungan Masyarakat (dengan
masyarakat/instansi pemerintahan daerah, dil) Skala Lokal Desa

Ei

Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

Jumlah Peserta Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana
Skala Lokal Desa

Ora ng

& |

Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Besa

-—

01

Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

Unit

Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

[FUR I TUR ETR T BT S TV {FT]
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01

Jumlah Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat
Miskin

Kali

S| R [RIR[R| 8

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang

Hukum dan

-+
9
2

Jumlah Peserta Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada
Masyarakat

'ﬂl‘ﬂl"lg_

&
8

lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum,

dan Perlindungan Masyarakat




Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

Terselenggaranya Pembinaan Group Kesenian dan
Kebudayaan Tingkat Desa

Paket

Pengiriman Kontigen Grup Kesenian dan Kebudayaan
sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

01

Jumlah FrekuensiPengiriman Kontingen Grup Kesenian
dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat
Kecamatan dan Kabupaten

Kali

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan
dan Keagamaan {perayasan hari kemerdekaan, bari besar
keagamaan, dll}tingkat Desa

Jumlah Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/

Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari
kemerdekaan, hari besar keagamaan, dil)tingkat Desa

Kali

Pemeliharaan Saranz dan Prasarana Kebudayaan /Rumah
Adat/Keagamaan Milik Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
fRumah Adat/Keagamaan Milik Desa

Unit

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik
Resa**

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
JRumah Adat/Keagamaan Milik Desa

Unit

Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

Unit

lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan
keagamaan*

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

01

Pengiriman kontigen Kepemudaan dan Olah Raga sebhagai
Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

0

Jumiah Frekuensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan
dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat
Kecamatan dan Kabupaten

Kali

oz

Penyelenggaraan Pelatihan kepermudaan (Kepemudaan,
Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dli) tingkat Desa,

02 101

Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan,
Penyadaraan, wawasan Kebangsaan, d!l] tingkat Desa

Dmng




Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga

tlngl:at Desa

Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival/fLomba
Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
Milik Desa **
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah
Haga Milik Desa

Pembangunan/Rehahilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
kKepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

. |

Kali

w

G| E|R|E&E |8
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Unit

W
(1]

|

W
w

Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
dan Olah Raga Milik Desa
PembinaanKarang Taruna /Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga
Terselenggaranya PembinaanKarang Taruna/Klub
Kepemudaan/Kiub Olah Raga
lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan Olah Raga*
Sub Bidang Kelembagaandan Keagamaan
L Pembinaan Lernbaga Adat
01 Terselenggaranya Lembaga Adat Paket
Rembinaan LKMD/LRM/LRMD
02 |01 Terseienggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Paket
03 Pembinaan PKK
3 101} TerselenggaranyaPembinaan PKK Paket
[ 04 L Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
o | o1 Jumiah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan
90-99| lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Pemberdayazan Masyarakat mencakup sub-bidang dan
kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman,

kapasitas masyarakat, yang mencakup :

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
FPemeliharaan Karamba (darat/iaut} dan Kelam Perikanan
Milik Desa

Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil milik Desa
Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa__ {Unit

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam

Perikanan Darat Milik Desa**
Karamba (darat/laut) Milik Desa Unit
Kolam Perikapan Darat Milik Desa Unit
Rehabilitasi/Paningkatan Karamba (darat/iaut) dan Kolam
Perikanan

B Per;:banrél_'fﬁ;nfﬁéﬁéhilita.s'ifPe'nin'gka‘ta'ﬁ"f*eléﬁuhah Perikanan

Sungai/Kecil Milik Desa**

[m Pelanuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa Unit

Rehabilitasi Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil

Milik Dasa

u!

Unit
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4 |1 Bantuan Perikanan (bibit/pakan/dst)

05
411105 |01 Bantuan Perikanan (bibit/pakan/dst) Paket
Ml I Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk
Perikanan Darat/Nelayan**
Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi
4 | 1) 06 |01
Tepat Guna Orang
s|1] 0 pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi,
penanganan pascapanen, pengolahan perikanan
al 1l 9|01 pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, L
penanganan pascapanen, pengolahan perikanan
s]l1l o pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/fatau BUM

Desa bersama;

pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM
Desa bersama;

membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan
41 1| 92 ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa
hersama

membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan
4 | 1| 92 |01 (ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa paket

Paket

bersama
al1l a2 pengembangan sentra perikanan terpadu (tidak membeli
lahan)
4111 esle1 pengembangan sentra perikanan terpadu (tidak membeli -
lahan}
4 | 1 190-99 lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan®
412 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
NI T Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan i
Pengolzhan pertanian, penggilingan Padi/lagung, dil}
Jumiah alat produksi dan pengelahan pertanian yang .
412101 |01 diserahkan Unit
412 o Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan
Pengolahan Peternakan, Kandang dil}
alalolo .h.‘lmlah alat produksi dan pengelzhan peternakan yang Unit
diserahkan
4 |1 2| 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
412103 01| LumbungDesa Unit
4 | 2| 03 (02 Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa Paket
4| 2| 04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4 1 21 04 |0 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Unit
a2l os Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk
Pertanian/Peternakan**
4l a2l os|oy| !umiah PesertaPelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi
Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
Pambangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran irigasi
4 12| 06 .
Tersier/Sederhana
4 | 2106 |01]| SaluranlrigasiTersier/sederhana Meter
4 | 2 |90 |ain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan®




al2le0 pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca
seperti pembukaan lahan tanpa bakar
al3lolo pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca paket
seperti pembukaan lahan tanpa bakar
alalas Pembukaan Lahan pertanian/perkebunan (tidak membeli
ltahan)
al2]laln r;ehn:::lkaan Lahan pertanian/perkebunan {tidak membeli '
alal e pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil
produksi berbasis pasar
pendampingan kelompaok tani untuk pengelolaan hasil
4 219 |0
produksi berbasis pasar RAYSE
4|2/ e pengermbangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi
partanian, peternakan, dan perikanan)
pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi
412|930 . ket
pertanian, peternakan, dan perikanan) s
al2l os pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha
pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.
al2lsealo pengetrﬁangan petani muda Desa .untuk melanjutkan usaha \
pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.
Pembersihan kandang ternak/penggemukkan
4 | 2|95 ternak/pemanfaatan kotoran ternak di kelola BUM Desa
dan/atau BUM Desa Bersama
Pembersihan kandang temak/penggemukkan
4| 2] 95 | 01 jternak/pemanfaatan kotoran ternak di kelola BUM Desa paket
dan/atay BUM Desa Bersama
Pengembangan sentra
4
ol B pertanian, perkebunan,perhutanan,peternakan paser
al2|9 |0 Pengembangan sentra
pertanian, perkebunan,perhutanan,peternakan
413 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4|13 M Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
41 3|01 |01 Jumlah Frekwensi Peninﬁkatan Kapasitas Kepala Desa Kali
4 | 3| 02 Peningkatan Kapasitas Peranghat Desa
4 13020 Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Orang
41 3|03 Peningkatan Kapasitas BPD
413103 01 Jumlah Reserta Paningkatan Kapasitas BRD Urang_
4 | 3 {90-99 Desa
4| 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
4 1 4] 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
414101 101 Jumiah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Kali
4 14| 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
414102101 JumlahFrekwensiPelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak |Kali
441 4] 03 Disahilitas)
4t 4 01 Jumiah Frekwensi Pelatihan dan Penguatan Penyandang Kali
4 | 4 [90-99 Perlindungan Anak™




S

4| s Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

L (UMKM)
m Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
01 {01 Jumlah Peserta Felatihan Manajemen Pengelolaan Orang
o2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro, Kedil

E 02 |01 Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Paket
a3 Ekonomi Pedasaan Non-Raertanian
03 | 01 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan |Unit

90- Menengah* )
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
L a1 Awal BUM Desa)

o1 rﬂl Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa

02 dilaksanakan oleh Desa)

02 | 01 Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Orang
950 perawatan gudang milik BUM Desa danfatau BUM Desa

90 | 01 |perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa |Unit
91

rawatan alat ilingan padi milik BUM Desa
| |perawatan alat penggiling

91 | 01 |perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa Unit

penyewaan gudang secara murah yang sebagian
dibayar meialui Dana Desa.
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penyewaan gudang secara murah yang sebagian

i Y I e dibayar melalui Dana Desa, ol
416 lain-fain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
417 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
al7l; i, {Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Mil ik Desa
4| 710101 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa Unit
4 1 7 { a2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios
4 |71 02 01 Pasar Desa Unit
4 | 7| 02 EDI Kios Milik Desa Unit
4 F| 02 o3 Rehabilitasi /Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa Unit
4|7 T a3 Pengembangan Kecil Level Desa
417|103 |01 Terselenggaranya Pengembangan Industri Kecil Level Paket
4| 7 E 04 L Rembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan,d’ﬂandamping_an
4|7/ 04 01 Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ |Paket
4 | 7| 90 L penyelenggaraan pasar tani atau festival produk
4 | 7 | %0 [01|penyelenggaraan pasar tani atau festival produk Paket
lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan
4 | 7 |90-99] porindustries®
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN
Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan
511 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5111 ® Penanggulangan Bencena
511 &1 Sarana prasarana tanggap darurat bencana Paket
51| 02 [ﬂz Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana Paket
5!11] 08 [03 Tewef;nggaranva pelayanan tanggap darurat bencana |Paket




Sub Bidang Keadaan Darurat

Keadaan Darurat

8|8

01

Keadaan Darurat

Kali

Sub Bidang Keadaan Mendesak

Keadaan Mendesak

01

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

KK

02

Bantuan bahan pangan

KK

03

Bantuan Pendidikan

Orang

e o jwn n o uhfun

A (b e (e | e

8|8|8/8|8

Bantuan Pengabatan

Crang

L

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN
DARURAT DAN MENDESAK DESA

o

8idang Pmanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak :

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana

01

Sarana prasarana tanggap darurat bencana

Paket

02

Perlengkapan kesehatan tanggap darurat hencana

Paket

03

03

‘férseienggaranya 'pelavanan tanggap darurat bencana

Paket

Sub Bidang Keadaan Darurat

Keadaan Darurat

(o fnjw enjon o uh
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D1

Keadaan Darurat

Kali

|




1. DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Rekening

= b ToTd Uraian
4 PENDAPAT AN
[ 4 [ Pendapatan Asli Desa
4 Hasil Usaha
a Bagi Hasil BUMDes
|Bagi Hasil Usaha Ketahanan Pangan
Lain-lain
Haasil Aget

Pengelolaan Tanah Kas Desa

Tambahan E’c rahu

L |

Pasar Desa

E eI =T - T - - -
D D . . O |

Tempat Pemandian Umum

Jaringan Irigasi Desa

Pelelangan lkan Milik Desa

Kios Milik Desa

Pemanlaatan Lapangan /Prasarana Olahraga Milik Desa

v —~—
slalslals

Lain-lain

Swadaya, Partisipas: dan Cotong Royong

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Rovong

Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Rayong

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Hasil Pungutan Desa

Lain-lain

Transfer

L Bl B Bl Ll Bl e B B e B B B B el e el e I I I e ™

f
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Dana Desa

:

e

Dana Desa

e
—

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kahupaten /Kota

Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten /Kota

Alokasi Pana DPesa

Alokasi Dana Desa

b I B |

Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten [Kota

HBantuan Keuangan dari APBD Kabupaten [Kota

Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten fKota

Pendapatan lain-lain

wlw| == ==~~~ ~|—

Penenma dari hasil kerjasama antar Desa

1
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Penerima dari Hasil Kerjasama antar Desa




2 _l_ Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
2 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
a 1 Penerimaan dari bantuan Perusahaan yang berlokasi di Pesa
4 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ke tiga
4 r a1 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya
T_ Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya
5 01 yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun
anggaran belanja
3 6 Bunga Bank
3 6 01 Bunga Bank
319 Lain-lain pendapatan Desa yang sah
3 3 9 }190-99 Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5 1 BELANJA
5 1 Belania Pegawai
5 1 1 Penghasilan Tetapdan Tunjangan Kepala Desa
5 1 1 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa
5 [ 1 1 I'_ﬂﬂ Tunjangan Kepala Desa
s 1 1 | 90-99 Penerimaan Lain Kepala Desa yang sah
3 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Pesa
L 5 [ 1 2 [ 01 Penhasilan Tetap Perangkat Desa
S5 1 2 02 Tunjangan Perangkat Desa
5 i 2 |90-99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang sah
5 T_l 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5 1 3l 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa
a5 i 3 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5 1 3 03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
3 1 3 04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
B 1 4 Tunjangan BED
5 1 4 01 Tunjangan Kedudukan BPD
sT1[]a] 02 Tunjangan Kinerja BPD
5 2 Belanja Barang dan Jasa
5[ 2 1 Belanja Barang Perlengkapan
5 2 1 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulie Kantor dan Benda Pos
Fs| 201 o2 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
Belanja Perelengkapan Alat-alat rumah tangga /peralatan dan
R 2 ! 04 behan kebersihan




s [ o T \ r Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas/Tei ulang Tabung Pemadam

04
S Kebakaran
s {2 ’ 05 Belanja Perlengkapan Cetak /Pengadaan - Belanja Barang Cetak
dan Pengadaan

Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) -
Belanja Barang Konsumsi

e

Belanja Bahan / Material

Belanja Bendera / Umbul-umbul / Spanduk

3[8|3| &

Belanja Pakaian Dina / Scragam / Atribut

10 Belanja Obat-obatan

L . B B

11 Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-ocbatan Hewan

i njnjan| i an

12 Belanja Pupuk /Obat-obatan Pertanian

90-99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya

BR

Belanja Jasa Honorarium

2
2 |
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 f 2
5|1 272 01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan
5 2 2 rgg E‘:largia Jasa Honorartum Unsur Stal hrangkatﬁl’tmbantu
L Tugas Umum Desa/Operator
5| 271 2 03 Belanja Jasa Honorarium /Insentif Pelayan Desa
5| 2] 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli / Profe si fKonsultan fNarasumber
5| 271 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas
5 2 2 06 Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
s 2127 o7 Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
5 201 2 o8 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan /Seminar/Bimbingan Teknis
S| 2 2 |90-99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5723 Belanja Perjalanan Dinas
S 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5 [ 2 a 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten f Kota
r'sfz2a[ o3 Belanja Kursus/Pelatihan
5 [ 2 4 Belanja Jasa Sewa
S { 274 al Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan /Perlengkapan
S 4 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
['s 2[4 |90-99] Delania Jasa Scwa Lainnya
s 2[5 Belanja Operasional Perkantoran
5[ 2 ] a1 Belanja Jasa Langganan Listrik
5 2 5 02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih
F s 2] 5 03 Belanja Jasa Langganan Majalah fSurat Kabar
5] pr 5 04 Belanja Jasa Langganan Telepon
S5 2 5 05 Belanja Jasa Langanan Internet
anja Jasa Kurir/Pos/Giro
£ s{25s57] o7 Belanja Jasa Perpanjangan liin/Pajak
S 2 S 08 Belanja Insentif/Operasional RT /BEW
s a 5 (9699 Bejanja Operasional Perkantoran Lainnya
5 2 6 Belanja Pemeliharaan
S 2 6 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
S5 2716 Balanja Pemaliharaan Kendaraan Bermotor
2 2 6 Belanja Pemeliharaan Peralatan
6 Belanja Pemeliharaan Bangunan
6 Belanja Pemeliharaan Jalan




Bolanja Modal

o

i

:
1

=} i 1] Belanja Pemeliharaan Jembatan
6 07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai /Embung/Air
6 08 Belanja Pemeliharaan Jari ngan dan Instalasi (Listrik,
6 |BO-99 Belanja Pemeliharaan Lainnya
7 Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat|
7 T o1 Belanja Eahaan'e_'ﬂengkapan yang diserahkan ke
2 [ 2177102 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan
= 2 7 03 Belanja Bantuan Barngunan yang diserahkan ke
s 2 T [j‘.l# Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5 2 7 05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman fHewan /Ikan
3 2 7 190-99 Belanja Barang dan .Jasa yang Diserahkan kepada
5 2
2

Belanja Modal Pengadaan Tanah

Belanja Modal Pembebasan /Pembelian Tanan

e

Q2

Belanja Medal Pembayaran Honerarium Tim Tanah

1 03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat
1 04 Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
1 I 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

lr_l 90-99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya

Belanju Medal Peralatan, Mesin, dan Alat Berak

il enj ] | en| enfxn

Belanja Modal Peralatan Flektronik dan Alat Stadio

Belanja Mcdal Honor Tim yang melaksanakan kegiatan

Belanja Mcodal Peralatan Koemputer

Belanja Modal Peralatan Mebeulair Akesesori Ruangan

Belanja Modal Peralatan Dapur

Bclanja Modal Peralatan Alat Ulcur

Al o enl enf Lh

<+

— %
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Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah

o

Belanja Medal Peralatan Khusus Kesehatan

Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian / Perikanan /
Peternakan

1
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Belanja Modal Mesin
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Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
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Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
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Belanja Modal Kendaraan

e

Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan kegiatan
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Belanja Modal Kendaraan Darat Be rmotor
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Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
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Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
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Belanja Modal Kendaraan Lainnya




L 3 3 4 Belanja Modzal Gedung, Bangunan dan Taman
57 3[4 01 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan kegiatan
ST 3[4 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 304 03 Belanja Modal Mahan Baku
ERERE 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3 4 05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan
b r 3 b Belanja Modal Jalan /Prasarana Jalan
ERERE 01 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan kegiatan
s[afs [ o2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 03 Belanja Modal Bahan Baku
2 3 E 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
rsTs(s[os Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5 3 L Belanja Modal Jemnbatan
5 316 01 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan kegiatan
3 3 6 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
ES 3 [ 6 03 Belanja Modal Bahan Baku
5] a 6 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
s a6 [ o5 Belanja Modal Administrasi Kegiatan
r e Belanja Modal irigasi /Embung/Air Bungai/Drainase JAIT
Limbah /Persampahan
S 37 01 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan kegiatan
& | 3| 7 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5(ar7 [ o3 Belanja Modal Bahan Baku
5 3|7 04 Belanja Mcdal Sewa Peralatan
ajy|vz 05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan
E 8 Belanja Modal Jaringan /Instalasi
S 8 [ 01 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan kegiatan
5| 3| 8 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 g8 03 Belanja Modal Bahan Baku
3 a8 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
a [ 8 a& Belanja Modal Administrasi Kegiatan
3 9 Belanja Modal Lainnya
5[ 39 01 Belanja Modal Khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5|39} 02 Helanja Modal Khusus Qlahraga
S [ 39 03 Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan /Keagamaar
5 3 9 04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
B 3 9 05 Belanja Modal Hewan
5 r 3 9 |90-99 Belanja Modal Lainnya




51 4 Belanja Tak Terduga

214711 Belania Tak Terduga

S[471 o1 Belanja Tak Terduga

5] FEMBIAYAAN

61 Penerimaan Pembiayaan

6171 SILPA Tahun sebelumnya

61171 o1 SILPA Tahun sebelumnya

6112 Pencairan Dans Cadangan

6 [1[2 01 Pencairan Dana Cadangan

61173 Hasll Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

6 113 01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan
Ffrefi1fla Penerimaan Kembali Penyertaan Modal

61 17[4 01 Penerimaan Kembali Penyertaan Moda]

619 Penerimaan Pembiayaan Lainnya

6 1] 9 |on-og Penerimaan Pembiayaan Lainnya

612 Pengeluaran Pembiayaan

6l 211 Pembentultan Dana Cadangan

6211 » a1 Pemnbentukan Dana Cadangan

& | 22 Penyertaan Modal Desa

6272 a1 Penyertaan Modal Desa

6 273 Setor Kembali Pendapatan Transfer

Gia3rla3 01 Dana Desa

6 [273] o2 Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah Kabupaten/ Kot

62723 03 Alokasi Dana Desa

6faf3 04 Bantuan Keuangan ARBD Proviasi

612713 05 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

€fa2]9 Pengeluaran Pemhiayaan Lainnya

6 | 2 | 9 |%0-99 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya




v ik

2. STANDAR HARGA SATUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN 2025

1. KEGIATAN PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA

Penghasilan Dan Tunjangan Kepala Desa

No. Uraian Penghasilan Tetap Tunjangan Kepala Desa
Kepala Desa
1. KEPALA Rp.3.500.000/ Bulan |Rp. 2.500.000,-/ Bulan
DESA

2, KEGIATAN PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
) PERANGKAT DESA

Penghasilan Dan Tunjangan Sekretaris Desa, Kepala Urusan/Kepala
Seksi Dan Kepala Dusun

Penghasilan Tetap
No. Uraian Sekdes, Kaur/ Kasi Tunjagan
Dan Kadus Sekdes, Kaur/
Kasi Dan Kadus
1. Sekretaris Desa Rp.2.224.500/Bulan | Rp. 600.000,-
/Bulan
2. Kaur Keuangan Rp.2.022.200,- Rp. 550.000,-/
/Bulan Bulan
) 3. Kaur/Kasi/Kadus | Rp.2.022.200,- Rp. 450.000,-/
/Bulan Bulan
Keterangan :

1. PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa atau penjabat kepala
Desa tidak diberikan Penghasilan Tetap.
2. Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa,Sekretaris Desa,Kepala
Urusan/Kepala Seksi dan Kepala Dusun dibayarkan melalui
mekanisme Transaksi Non Tunai (TNT)

3. KEGIATAN PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD;
Tunjangan Anggota BPD meliputi ;

a, ketua :
b. wakil ketua
c¢. seckretaris

Rp. 1.400.000,-/bulan;
: Rp. 1.000.000,- /bulan;
: Rp. 200.000,-/bulan;dan

d. anggota : Rp. 825.000,-/bulan.

Ket :

1. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan setelah
dikurangi iuran BPJS Ketenagakerjaan.

2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan melalui
mekanisme Transaksi Non Tunai (TNT).
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3. Format Peraturan Desa dan peraturan kepala desa

1. 1 Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Menimbang :

Mengingat

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

g I

TAHUN ANGGARAN ....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran......termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran

LLEL X, 1-";
cvereeerenna o dan seterusnya,

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN.....



Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran......
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa |31 * IS oy e e S P
2. Belanja Desa 4+ R S B el e e
Surplus/Defisit Rp. civiieerennnen,

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ..........cccocoevmmnnes
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. .......ccooveeiverneeennnnn...
Selisih Pembiayaan (a~b) RpP. cooooveveveeeeeeeeeeeen

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar keglatan yang belum dilaksanakan di tahun

anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa

Pasal 5

1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang
perubahan APB Desa.

4} Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:
a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dempal yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.



Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...
....{Nama Desa).
Ditetapkan

© ¥ I e e i

pada

KEPALA DESA ....(Nama Desa)

tanda tangan
NAMA
Diundangkan di ........
Pada tanggal .........
SEKERTARIS DESA ... (Nama Desal),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ...... (Nama Desa) TAHUN ..., NOMOR ....



1.2. Format APB Desa

Contoh:

LAMPIRAN

PERATURAN DESA.........
NOMOR..........TAHUN
TENTANG

+++++++++++

ANGGARAN PENDAPATAN DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

KODE

REKENING

URAIAN

3

ANGGARAN

SUMBER
DANA

)

PENDAPATAN

bt

PADesa

Transfer

o | |

b2

Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan
Tetap,

Tunjangan dan Operasional Pemerintahan)|
Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan
Kepala Desa

Eh__éan]a Pegawai

Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Sipil,
Statistik dan Kearsipan

Pelayanan administrasi umum dan
kependudukan

(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga,

dll)

Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pembangunan Desa

B B |

Pendidikan

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan
Sarana

Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/Sanggar Belajar




2| 1/05| 5| 3 |Belanja Modal

Penanggulangan Bencana, Keadaan

S5 Darurat dan
Mendesak
~ 5] 1 Penanggulangan Bencana
5] 1 S| 4 |Belanja Tak Terduga
o 1 Keadaan Darurat
2/ 1 9 | 4 |Belanja Tak Terduga

dst

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /{DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaar Pembiavaan

han | oh
—

2 |Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

...................

Keterangang Cara Pengisian
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a.bidang;
b.sub bidang; dan
c. kegiatan
Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
a.pendapatan; dan
b.kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
a.Belanja; dan
b.jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
~a.Pembiayaan;
b. Kelompok pembiayaan.
Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
(nomenklatur dan kode rckening lihat lampiran A
Permendagri ini)
Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang
digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait



2.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ {Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... {Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG
FENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ..........ccoeconee.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Desa Nomor....... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Desa Tahun Anggaran ....., mak ca perlu menyusun Peraturan
Kepala
Desa tentang Penjaharan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran ...... -

Mengingat 8

3. ...,,.dan seterusnva;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN
ANGGARAN .....

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ...... terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa Rpe ok
b. Transfer {11 ) P e .
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.iiieieee

Jumlah Pendapatan Rp- i hats

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
Desa £ AN A A
b. Bidang Pembangunan |43 B P o
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp..................
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp..................
e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat,



Jumlah Belanja Rp.l. Ll d

Surplus/(Defisit) |4+
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.oene
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.............
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp.................
dan Mendesak Desa Rt
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Kepala Desa ini dengan

penempatannya dalam Berita Desa ........ (Nama Desa)

Ditetapkandi
ﬁlal.‘aé:!.;llil-lllliilli [ 1]
KEPALA DESA (Nama
Desa)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR .......



2.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Contoh

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR..........TAHUN...............

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA
FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.............
TAHUN ANGGARAN.............

KODE REKENING

URAIAN

KELUARAN/OQUTPUT

VOLUME | SATUAN

ANGGARAN

SUMBER

DANA

2

3

4 5

7

1
al Blc

=

c

PENDAPATAN

PADesa

Hasil usaha

... |[<Obvek Pendapatan>

Transfer

Dana Desa

Pendapatan lain-lain

+ il bl el o B £ B

(78] L 102 B = = |
[ =1

Penerimaan dari Hasil
Kerjasama
Antar Desa

....[«Obyek Pendapatan=>

st...

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desga

Penyelenggaraan
[Belanja
Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan
[Operasional
Pemerintahan Dess

01

Penyediaan




Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa

101

Belanja Pegawai

101

Penghasilan Tetap &
Tunjangan

Kepala Desa

<Rincian Obyek

... |Belanja>

Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistik dan
Kearsipan




Pelayanan administrasi
umum

|dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP,
Kartu

Keluarga, dli)

Belanja Barang dan Jasa

HL—-

0 L=

[
b

Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Qbyek Belanja>

b

Pelaksanaan Pembangunan
Desa

b2

Pendidikan

Pembangunan /Rehabilitasi/
Penin

|gkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman
Bacaan

Desa/Sanggar Belajar

Belanja Modal

05

|Belanja Modal Gedung dan

| [y [y

tniinjon

... jsRincian Obyek Belanja>

[ Col o] ] )

Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan
Mendesal

Penanggulangan Bencana

Q0

Penanggulangan Bencana

00}

Belanja Tak Terduga

00|

Belanja Tak Terduga

mcnr.nlmm

'_||_n|_|.||_|p_|.

00

njcnjon

Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELAN.JA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiavaan

SiLPA Tahun Sebelumnya

SiLPA Tahun Sebelumnva

Fengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana
gan

=) o ISV |OhvOh O | On
b L ) Gl Ll L

Pembentukan Dana
Cadangan

ds

SELISIH PEMBIAYAAN




Keterangan Cara Pengisian:
Kolom 1: diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a.bidang;
b.sub bidang; dan
¢. kegiatan
Kolom 2: Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan,
Belanja danPembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
a. Pendapatan:
b. kelompok pendapatan:
€.jenis pendapatan; dan
d.obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
a.belanja;
b.jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
¢.obyek belanja: dan
d.rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
a.pembiayaan;
b.kelompok pembiayaan; dan
: ¢.jenis pembiayaan
Kolom 3: Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
Kolom 4: Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume
(jumlah}
input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)
Kelem 5: Batuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket,
unit) input pada rincian obyek belanja
Kolom 6: Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 7: Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom
1.c) terkait



3.1. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena
adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan,
periu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB Desa) Tahun Anggaran ....;
Mengingat %, basrwi

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEFALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN

ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
e sermnula berjumlah Rp....... . I
bertambah /berkurang sejumlah Rp......,- [.......... ) sehingga



1. Pendapatan Desa
a. Semula Rp... bl ol

b. bertambah/(berkurang) o EAPR S S
Jumlah pendapatan setelah perubahan |34« SO
2. Belanja Desa

a. Semula RBp! Ll LLLL,

b. bertambah /(berkurang) Rp........
Jumlah belanja setelah perubahan Rp..cooiinennnnn.
Surplus/{Defisit) setelah perubahan 124 + T

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a.Semula Rp.........
b. Bertambah/(berkurang) Rp.iiinnane.
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp....coovrvin
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula |34+ N
b. Bertambah/{berkurang) 34« JOUUURURO

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a-b Rp........

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal | tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBDesa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...
{(nama Desa].

Ditetapkan
di...... S
KEPALA DESA (Nama Desa)

Tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ........ (Nama Desa) TAHUN..............



..................
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4.1. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan APB Desa.

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN ......coovvvrmrvannns

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Anggaran Fendapatan dan Beiania Deova Fahun Gepanan
an Penda an a Desa un an
..+:r,, Maka perlu lr:.:en}'usun Peraturan Kepala Desa tentang
Pen ru Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa .....(Nama Desa) Tahun Anggaran ......

Mengingat : % ..... _
3.  ....'dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA....(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran .....semula berjumlah

Rp....... »= [esisnennn) ,Dertambah /berkurang sejumlah Rp....... .-
(.-s.....]  sehingga menjadi Rp.......... ,- (..........) dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
1.1. Pendapatan Asli Desa
a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah PADesa setelah perubahan
1.2. Transfer
a. Semula Rp
b. Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah pendapatan transfer setelah
Rp
R

1.3. Pendapatan Lain-Lain
a, Semula
b. Bertambah/(berkurang)




Jumlah Pendapatan Lain-Lain

setelah perubahan Rprritm s
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp L LLLLLL
2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Semula ot « AP R S
b. Bertambah/(berkurang) Rp..coovviannnnn..
Jumlah setelah
perubahan Rpia it
2.2, Bidang Pembangunan
a. Semula 4 T T F
b. Bertambah/ (berkurang) Rl ld Ll L
Jumlah setelah
perubahan =3 « T A
2.3. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
a. Semula | 73 « TS A
b. Bertambah/(berkurang) Rpiicviiiiianinn
Jumlah setelah
perubahan R
2.4, Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
a. Semula 75 « L L
b. Bertambah /(berkurang) Rpstart e
Jumlah setelah
perubahan 34+

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak

Desa
a. Semula Rp.l iRl
b. Bertambah /(berkurang) Pl
Jumlah setelah
perubahan Rp........

Jumlah Belanja setelah perubahan Rpel.. L

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.................
3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula 24« TR
b. Bertambah/(berkurang) | > s TR S
Jumlah setelah perubahan |13 i e
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula | 1% s e ey e e
b. Bertambah/ (berkurang) .3 % TRUERIER C N GG P
Jumiah setelah perubahan 134« AR PR R P A
Selisih Pembiayaan setelah
_ perubahan Rpoviiiciiinien,
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.



Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran {DPPA)
yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi
pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiaporang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan di...............
Pada tanggal..............

KEPALA DESA (Nama Desa)
Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di...............

Pada tanggal......

SEKRETARIS DESA ......... (Nama Desa),

Tanda tangan

NAMA

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ..... NOMOR .....
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4. Langkah-langkah Evaluasi RAPBDesa :
1. Persiapan Evaluasi
a. Langkah-langkah vang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan
evaluasi yaitu,

1) Camat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang
APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa
2) Tim Evaluasi terdiri dari

a.
b.

C.

d.

Ketua : Camat

Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan
terkait

Anggota tim evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang
memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk
melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa
dan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.
Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam
melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten.

b. Dokumen evaluasi
1) Dokumen utama

a.

b.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati
bersama BPD; dan/atau
Rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa yang telah
disepakati bersama BPD.

2) Dokumen penunjang (alat verifikasi)

a.

Dma:mpmkan oleh desa

surat pengantar;
- rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- peraturan Desa mengenai EKP Desa;,

- peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala Desa;

-  peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;

- peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
berita acara hasil musyawarah BPD.

Dlslapkan oleh Tim Evaluasi
Peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa

- Peraturan bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan lokal berskala desa.

- Peraturan desa tentang penetapan daftar kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan lokal berskala desa

- Peraturan bupati tentang pengadaan barang/jasa di desa.

- Peraturan bupati tentang Dana

- Peraturan bupati tentang alokasi dana desa

- Peraturan bupati tentang bagi hasil pajak dan retribusi daerah

- Peraturan bupati tentang satuan harga kabupaten vyang
didalamnya mengatur standar harga di desa.

- Peraturan bupati tentang lingkup pembangunan desa.

- Peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja
daerah.

2. Pelaksanaan evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan yaitu:
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1)

Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai

berikut:

a. Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi

b. Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan
yang akan dievaluasi.

c. Konsisten penggunaan dokumen dan informasi dalam
rancangan peraturan yang akan dievaluasi.

d. Kesesuaian rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan desa.



c. Konsisten penggunaan dokumen dan informasi dalam
rancangan peraturan yang akan dievaluasi.

d. Kesesuaian rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan desa.

2) Langkah-langkah evaluasi :

a. Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi

b. Langkah 2: pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan
lampiran semua dokumen

c. Langkah 3 : penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua dokumen

d. Langkah 4 : pembandingan tanggal penyampaian semua
dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu
penyampaian dokumen.

e. Langkah 5: kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1
s/d 4

Catatan : jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen
tidak terpenuhi sesuai ketentuan. Tim evaluasi
meminta kepada pemerintah desa untuk
melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung
kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebjakan dan struktur APBDesa /perubahan APB Desa.

Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

3. Hasil evaluasi

a.

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa,
Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam
keputusan bupati.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan
analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau
rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa sebagai umpan
balik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempurnaan atau
persetujuan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDEsa atau
rancangan peraturan desa tentang Peubahan APBDesa

Laporan hasil evaluasi tersebut secara gars besar menyajikan informasi
mengenai :

1) Evaluasi atas sistem APB Desa atau perubahan APB Desa

2) Evaluasi atas substansi APB Desa atau perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau
rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa didistribusikan
kepada :

1) Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kab.Pinrang

2) Inspektorat Kabupaten Pinrang



is8lI[edo] uep ISensiummupy Jadse uerenruad wemndusay

esI0ddV esad ddV
3uwjua)  saprag uejesedofusg ureyeqrniag Suwus) soplad usdusousy
uep ueseyequag adg jesa ddv Sumus] sopisg ueSusouey]
yeremedsnpy [psey uesninday neyedaluam qee) q4g yexedy | o1
ISENBAIP nun
Jewred neje eloyiesn / nedng (BAutresnynday 1e88ue niem yeday uesroenp
epeday uesnferp snrey esaqady jeyry eseqddy Suejudy mm& Bsa( ddV weyeqniad Suejud) sapiad
3ueyud) sapiog ‘ewresiaq neyedssp ueyeyedolusy uwep ueseyeq uedueouey nele esa(] 4y Jusyuzy
JB[3)as ey ¢ uelnje uejreseplag (g yeremeisnpy pisey uesninday s2p13d uedueouey uenleluad yeyedy | z'1
dex3us] BIed9s esd(] LIEp BWLINIP
ye[al isen[eas uawnyop enwas yesedy | T°1
sejfjede’] uvp IsEnsTUIWPY Hadsy !
ABPLL | BA
uBsuelala 8 e 2 uosuod ads .
2193 ISENIJLIDA 1BV uerensasay SqH3g usuocdwoy /3adsy ON
eso(
welBuresoy
usyednqey

mesa( ddV ISen[eaq Jequia| J8ULIOY




njun ueyeundiadip
%0¢ Fedurq Juired esaq gdv urerep
uesdelsip Sues esa( elfuejeq yexedy

+'EC

(stesAninuwi) uerediue

unye; (nyes) 1 wep Yiqa| ueynyyenp
Bued uereidsy /werdoid epe yeyedy

£'ee

esa(]
uedusuamay Jusjua] sapiad

BSI(q uBSurUImMIY UEFUIP rensas
ye[a) esaq eluejog usjerday enuweg

CEC

ueduepun
-Juepunuisg uearijeiad uwedusp rensos
yera) efuepg sod ueyedurasuad yeyedy

‘€T

ufuejeqg

£'T

SOSeal Uep
[euolsel I9Jsuel], BuR(] LIep JoqUWnslaq
Bue{ esaq umyedepuad svwnss yeyedy

£'C'C

{mp ‘uendund
duejus) saplad ressiu)
BS3(QVd 1Tey13) §3p1ag

esa(] vemyeis g

we[ep Jnjelp Ye[al uep [eds] areoas
uexyedepip B1I9S ‘SNSI[E21 WBP [euoIsel
BSa(] NSy uejedepusd LIEp 13qUINSiaq
Suef esoq wejedepuad sewnss yeyedy

(XX

STISIBaI
rap reuorser wejedepuad isewnss Yeyedy

'C'

uwejedepusg

weSuepun -uepuniag
ueamnierad ueduap rensas Yeal

uejedepuad sod ueyedwauad yexedy | -

ueuslIaq unye)
uegeqniad 4y neje vsaq ddy

ueRUSNIaq UNYe] ueyeqniad
BSA(Id3 A /Bsa(]d Ny UeyIeseplaq
unsnsip ess( gdv weyeqridd /seaddy

Fumua) sopiad ueSueouey Yesjedy | -

wmnumn

usog ddV Ueyeqniad/esag gdv INiYnng oep wexsfiqey yadsy




s3I N eped epowr teelialfusd ymyun
ugeisiquad usrenpduad sod spe yeyedy

++'C

ueduepe) BS2(] UeInjeidd ueduap uexde1ap yeRl
BUB( JuBjus) BSa(] UeINjBIag ueduepe) euB( Usyryuaquuad yeyedy g+ 7
ueduepe) eue ueynuaquad Yynjun
ueeleiquiad verenjaduad sod epe yeyedy |7+ 7
usduepun
-dugpurniag
meanjesad uelusp rensas Ye[} 1
ueeleiquad sod usledwoauad yexedy | +'¢
ussdviquad | 2
(e8reH tepuelg) syesdood
uep
ueeyewsy reydun ueySunmyiyreduroux
ejo3]/uajednqey ye[a) euasey s[3o] ueyiseyrp
ueydejenp Jued edrey tepueg uexe 3uef jndino uedusp efuelsq SENOY |4 €7
nedng uemyesad
Bsa(J urs[ep ueydelsp
rexdueiagd wep esaq ereday deijig Bued rensas wespreS3uep MY/ 14
uedejouad Juejua} dngisd neje Juuasur vl ‘(Jdd B1083uy ynjun
aav Buejua nedng weinjelad reuorsesad( uep ueduelun], ueiesag |97
BSa(]
yexduelad uep esaq eedey des nmedng uvemjesad werep vexdesip Suel
uedejsuad Fumuy dngiagd neje Tensas esa(J jeyfuelad wep esa( ereday
gy 3duejua) pedng ueinjeiag ynjun reuoiserado uep uwedueluny ‘dejig |5'c'g

‘edrem
unyrnt uep eddue)e) unynd jnuasul ‘p
ddd reuvorseiado uep usBuelung €
‘esaq ueyelultawad reuorserado z

‘esa(] Tefueiad
uBp sape)y weduslun) uep deifs |




uRjRgR esa(] mreqradi(] SMIun.

eurep nedng minjasmp ynjune

ISen[ead uIl], enjay uedue) epue],

:(rensas yepn 3ued 1a100) 1seneaq [Isey
D T T ...—.%ﬂ..ﬂu qﬂu—ﬂ.&ﬂ.—ﬂﬂ. ._m.ﬂ.—..——.ﬂb_m

's\eda] uep IseNSIUIUpPY Yadse uerenuad wemdunsayy

‘eAuynunjes

uexeunIp Yerel vAuwiniaqas unyel vdns
esede

‘es2(J 9dV Ueyeqrud ISen[es? Bped |L 't €

evAuwnjaqes vereddue unye) vdrs
1edepial usedeiquad ueewrtauad sod

eped ‘esa gdV UBYB(QILIad ISEN[EAd BpR] (9 H'F

BUEST UBMEAB[IY
TeIu [Ynuataul uep

BYBsSn ueysAE]oy [Is€Y B53(] uBInjeiad mee[au ueydejalip
wep Tepow weelraiuad Suejus uep ueduepun -Fuepuruad ueinjesad
sapIad ‘BsaQING UEPMUSQUS] ueSusp rensss yersy ‘saqung

duejua) esa(q UBINIBIa] eped epowm usellaAuad yeedy (G 47

)



VSHA LVAONVHHL [MVA TYSYEd

ISNIAOYd WVTVA SVNIA NVNVIVHNAd VAVIE NVALVS

¢ . -d ) i
ks ‘00005t 4 Foboiouigk VI DYV EVIONVERe ie i
M dL VLOODHNY/Adg
-‘000°zes "dy [IA Uerrdure el Cagek VLODONV/SNAvR/ISVI/INvY | '€
weEp wenfm 000 08t Ay 000°'0LT dy
ﬁzﬁm Emmﬁb MMd SIVIAINIS /MNd'dL
EARB
H UESEAEQd VALEM THVM/AdE SINVLIINES /adg
-‘000°zes Ay 000°0e% ‘& 000°0L1-du YOLAN TIVM/VSEA SRIVIAINAS 7
AMd d.1
-000°zeL "dy ~000'0er dy -000'0L1°dY VNLAN/Adg NYNIdINId / VSHT VIVdEY ‘1
* oy (i ] o i i
my elerg Jewisyel sejyug (wmsdwny ) (NALV4NEV) HV3AVA
( 1ol 194 ) NVOCAL Ivawal | NVIMVH DNVA | WVIVA NVIRIVH SNVN NVLVEVI ON
rewnsyey sejeg A NVa [ava
NVIVNIONAd HOdSNVHL VAVIE m_
VAVIg i

ISNIAOYUd WY'TVA SVNIA NYNVYIVMIEd VAVIH NYALYS 'V

SVNIQ NVNVIIHd VAVIE NVIONR 'S



{0 vendure] urerep |

Ie)jep rensass)
uening yeisep
[3)0Y juE] ueduap
rensas uedeuBuad

(g uerdome|

wefep suswiesdsqss)
Isuia0Id weep |
ueynqgejad /erepueq)
1sexo]/uen
uajedngey

1SBOD J¥ RIBDAS
ueqaedeqip uenfmy
Jen[ip e e4e1q

neje (q wendury
IENSa%) LIEDE 1SENO] 34
neje uep uedeutduad

N vendurey
Iejrep rensas) uenlin
| URISED TRNSIS UBMIeARqT(]

edAelq uedIsABqi(] ﬂawnwﬂmmﬁ_h%% _U.Mm, rensas podsuen _
1XE] BARIq URYIRARAIQ eherq uesjrefeqiq |
| ey | +H
T T bl I e
L ( ey nﬁun 31 KVa TV _ NVIRIVH DNV
Hﬂ_n_nﬂuu_ﬁunﬁzﬂm e HOdSNVUL ﬂhmm._.
VAvVIg NVIVIIS ISEMYVINS

didOS
NV VSHA IVIONVHED IMVa TVSVAEL
MVALL ONVA VSIA LYVIDNVYIEd VLS

MMd dL VLODDONY/ddg
VLIODONV/sSNavi/Isvi/dnvy

M L SIIV.LINNES S d |
VALEN TIHVAM/Add SIYY.LENNES ddd |
VOLAM TV VSHA SINVLIANNHES |

K

ISNIACYd HVIAAVA dVN'TaEH SYNIA NVNVIVMddd VAVIE NVALYS

AAd dlL
VNLAM/Adg NYNIdINIA/ VSAd VIVdEA

NVLVavnr

SRS e

NY.LVTIS ISHMVINS ISNIAOdd HYHAVA dVNTAY SYNIA NYNVIVEEd VAVIE NVOLYS™d




C. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR PROVINSI

NO PROVINSI SATUAN | LUAR KOTA (Rp) DIKLAT (Rp)

1 | ACEH OH Rp 360.000 Rp 110.000

2 | SUMATERA UTARA OH Rp 370.000 Rp 110.000

3 | RIAU OH Rp 370.000 Rp 110.000
| 4 | KEPULAUAN RIAU OH Rp 370.000 Rp 110.000
5 | JAMBI OH Rp 370.000 Rp 110.000
| 6 | SUMATERA BARAT OH Rp 380.000 Rp 110.000 |
7 | SUMATERA SELATAN OH Rp 380.000 Rp 110.000 |
8 | LAMPUNG OH Rp 380.000 Rp 110.000
' 9 | BENGKULU OH Rp 380.000 Rp 110.000

10 | BANGKA BELITUNG OH Rp 410.000 Rp 120.000

11 | BANTEN OH Rp 370.000 Rp 110.000 |
12 | JAWA BARAT OH Rp 430.000 Rp 130.000
| 13 | DKI JAKARTA OH Rp 530.000 Rp 160.000

14 | JAWA TENGAH OH | Rp 370.000 Rp 110.000

15 | D.I YOGYAKARTA OH Rp 420.000 Rp 130.000

16 | JAWA TIMUR OH Rp 410.000 Rp 120.000

17 | BALI | oH Rp 480.000 Rp 140.000

18 | NUSA TENGGARA BARAT OH Rp 440.000 Rp 130.000

19 | NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp 430.000 Rp 130.000
| 20 | KALIMANTAN BARAT OH Rp 380.000 Rp 110.000
21 | KALIMANTAN TENGAH OH Rp 360.000 Rp 110.000 i
22 | KALTIMANTAN SELATAN OH Rp 380.000 Rp 110.000

23 | KALIMANTAN TIMUR OH Rp 430.000 Rp 130.000

24 | KALIMANTAN UTARA OH | Rp 430.000 Rp 130.000
{ 25 | SULAWESI UTARA OH Rp 370.000 Rp 110.000
| 26 | GORONTALO OH Rp 370.000 Rp 110.000
| 27 | SULAWESI BARAT OH Rp 410.000 Rp 120,000

28 | SULAWESI SELATAN OH Rp 430.000 Rp 130.000 |
29 | SULAWESI TENGAH OH Rp 370.000 Rp 110.000
| 30 | SULAWESI TENGGARA OH Rp 380.000 Rp 110.000

31 | MALUKU OH Rp 380.000 Rp 110.000

32 | MALUKU UTARA OH Rp 430.000 Rp 1230.000

33 | PAPUA OH Rp 580.000 Rp 170.000

34 | PAPUA BARAT OH Rp 480.000 Rp 140.000

 Batas biaya tertinggi



D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN PINRANG
KE KABUPATEN/KOTA DALAM DAN LUAR PROVINSI SULSELBAR |[ONE WAY)

NO ASAL TUJUAN BIAYA (Rp)
1| PINRANG SELAYAR 600.000
2 |PINRANG | BULUKUMBA 430.000
3| PINRANG BANTAENG 400.000
4 | PINRANG JENEPONTO 330.000
5 | PINRANG TAKALAR | 290.000
6__| PINRANG GOWA 240.000
7 | PINRANG MAKASSAR 230.000
8 | PINRANG MAROS 200.000
9 | PINRANG PANGKEP 160.000
10 | PINRANG BARRU 135.000
11_| PINRANG PARE PARE 75.000
12| PINRANG SIDRAP 75.000
13_| PINRANG WAJO 100.000 _
14 | PINRANG SOPPENG 120.000
15 | PINRANG BONE 210.000
16 | PINRANG SINJAI 320.000
17 | PINRANG ENREKANG 130.000
18| PINRANG TORAJA 230.000
19 | PINRANG TORAJA UTARA 250.000
20 [ PINRANG T PALOPO 135.000
21 | PINRANG LUWU 110.000
22 | PINRANG LUWU TIMUR 500.000
23 | PINRANG LUWU UTARA 475.000
24 | PINRANG POLMAS 125.000
25 |PINRANG | MAJENE 270.000
26_| PINRANG MAMASA 235.000
27 | PINRANG MAMUJU 325.000
28 | PINRANG MAMUJU TENGAH ~ 475.000
29 | PINRANG [ MAMUJU UTARA 650.000

« Batas biaya tertinggi (one way)




PROVINSI

E. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR PROVINSI

NO SATUAN BESARAN
1 | ACEH ORANG/KALI Rp 123.000 |
2 | SUMATERA UTARA ORANG/KALI Rp 232.000
3 |RIAU Tl ORANG/KALI Rp 94.000
4 | KEPULAUAN RIAU ORANG/KALI Rp 137.000
5 | JAMBI ORANG/KALI Rp 147.000
6 | SUMATERA BARAT ORANG/KALI Rp 190.000
7 | SUMATERA SELATAN ORANG /KALI Rp 128.000
8 | LAMPUNG ORANG/KALI Rp 167.000
9 | BENGKULU _ | ORANG/KALI . Rp 109.000
10 | BANGKA BELITUNG ORANG /KALI Rp 90.000
11 | BANTEN ORANG/KALI |  Rp 446.000
12 | JAWA BARAT ORANG /KALI Rp 166.000
' 13 | DKI JAKARTA ORANG /KALI Rp 256.000
14 | JAWA TENGAH ORANG /KALI Rp 75.000
15 | D.I YOGYAKARTA ORANG /KALI Rp 118.000
16 | JAWA TIMUR ORANG /KALI Rp 194.000
17 | BALI ORANG /KALI Rp 159.000
18 | NUSA TENGGARA BARAT | ORANG/KALI Rp 231.000
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | ORANG /KALI Rp 108.000
20 | KALIMANTAN BARAT ORANG /KALI Rp 135.000
21 | KALIMANTAN TENGAH ORANG /KALI Rp 111.000
22 | KALIMANTAN SELATAN ORANG /KALI Rp 150.000
| 23 | KALIMANTAN TIMUR ORANG /KALI Rp 450.000
24 | KALIMANTAN UTARA ORANG/KALI Rp_102.000
25 | SULAWESI UTARA ORANG /KALI Rp 138.000
26 | GORONTALO ORANG /KALI Rp 240.000
27 | SULAWESI BARAT ORANG /KALI Rp 313.000
28 | SULAWESI SELATAN ORANG/KALI Rp 145.000 |
29 | SULAWESI TENGAH ORANG /KALI Rp 165.000
30 | SULAWESI TENGGARA ORANG/KALI Rp 171.000
31 | MALUKU ORANG/KALI |  Rp 240.000
32 | MALUKU UTARA ORANG/KALI Rp 215.000
33 | PAPUA ORANG /KALI Rp 431.000
34 | PAPUA BARAT ORANG/KALI Rp 182.000 |

* Jika menuju/kembali ke acara di daerah/lokasi tujuan menggunakan modal
transportasi yang melebihi besaran nilai biaya taxi, maka dapat diberikan
pembayaran secara at coast.



F. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI - PULANG

NO ASAL TUJUAN BUSINESS EKONOMI

1 | MAKASSAR | JAKARTA Rp 7.1444.000 Rp 3.829.000
2 | MAKASSAR | AMBON Rp 6.022.000 Rp 3.455.000
3| MAKASSAR | BALIKPAPAN Rp 12.664.000 Rp 6.150.000
'4 | MAKASSAR | BANDA ACEH Rp 12.760.000 Rp 6.781.000
5 | MAKASSAR | BANDAR LAMPUNG Rp 8.161.000 Rp 4.161.000
6 | MAKASSAR | BATAM Rp 10.375.000 Rp 5.337.000
7 | MAKASSAR | DENPASAR Rp 4.182.000 Rp 2.631.000
8 | MAKASSAR | JAMBI Rp 9.659.000 Rp 4.952.000
9 | MAKASSAR | JOGJAKARTA Rp 6.525.000 Rp 3.893.000
10 | MAKASSAR | KUPANG Rp 7.637.000 Rp 4.311.000
11 | MAKASSAR | BIAK Rp 8.493.000 Rp 4.931.000
12 | MAKASSAR | JAYAPURA Rp 10.193.000 Rp 5.787.000
13 | MAKASSAR | KENDARI Rp 2.663.000 Rp 1.786.000
14 | MAKASSAR | MANADO Rp 5.327.000 Rp 2.909.000
15 | MAKASSAR | TIMIKA Rp 11.723.000 Rp 6.567.000 |
16 | MAKASSAR | MALANG Rp 10.129.000 Rp 6.166.000
17 | MAKASSAR | MATARAM Rp 4.717.100 Rp 2.909.000
|18 | MAKASSAR | MEDAN Rp 12.514.000 | Rp 6.172.000
19 | MAKASSAR | PADANG Rp 10.974,000 Rp 5.402.000 |
20 | MAKASSAR | PALEMBANG Rp 9.466.000 Rp_ 4.781.000 |
21 | MAKASSAR | PALU | Rp 4.268.000 Rp 2.578.000 |
22 | MAKASSAR | PANGKAL PINANG Rp 9.060.000 Rp 4.663.000 |
23 | MAKASSAR | PONTIANAK Rp 9.915.000 Rp 5.241.000
24 | MAKASSAR | SEMARANG Rp 9.466.000 Rp 4.706.000
25 | MAKASSAR | SOLO Rp 9.466.000 Rp 4.845.000
26 | MAKASSAR | SURABAYA Rp 5.936.000 Rp 3.433.000

« Batas estimasi ( at coast)



G. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

TARIF HOTEL(Rp)

PERANGKAT DESA, STAF
PERANGEKAT DESA YANG TIDAK |

._ KEPALA BERASAL DARI PERANGKAT |
NO PROVINSI DESA/KETUA DESA,WAKIL KETUA
BPD/KETUA BPD,SEKRETARIS BPD, WAKIL
TP,PKK KETUA TP.PKK, SEKRETARIS
TP.PKK , ANGGOTA BPD,DAN
ANGGOTA TP.PKK
1 |[ACEH T Rp 556.000 Rp 556.000
2 | SUMATERA UTARA Rp 530.000 Rp 530.000 +
3 |RIAU Rp 852.000 Rp 852.000 |
4 | KEPULAUAN RIAU Rp 792.000 Rp 792.000
5 | JAMBI Rp 580.000 | Rp 580.000 o
6 | SUMATERA BARAT Rp 650.000 | Rp 650,000
7 | SUMATERA SELATAN Rp 861.000 | Rp 861.000
8 | LAMPUNG "Rp 580.000 Rp 580.000
- 9 | BENGKULU Rp 630.000 Rp 630.000
10 | BANGKA BELITUNG Rp 622.000 Rp 622.000
11 | BANTEN Rp 718.000 Rp 718.000
12 | JAWA BARAT Rp 570.000 Rp 570.000
13 | DKI JAKARTA Rp 730.000 Rp 730.000
14 | JAWA TENGAH Rp 600.000 Rp 600.000
15 | D.I YOGYAKARTA Rp 845.000 | Rp 845.000
16 | JAWA TIMUR Rp 664.000 Rp 664.000
17 | BALI Rp 910.000 Rp 910.000
18 | NUSA TENGGARA BARAT Rp 580.000 Rp 580.000
19 | NUSA TENGGARA TIMUR Rp 550.000 Rp 550.000
20 | KALIMANTAN BARAT Rp 538.000 Rp 538.000
21 | KALIMANTAN TENGAH Rp 659.000 Rp 659.000
22 | KALIMANTAN SELATAN Rp 540.000 Rp 540.000
23 | KALIMANTAN TIMUR Rp 804.000 Rp 804.000
[ 24 | KALIMANTAN UTARA Rp 804.000 Rp 804.000
25 | SULAWESI UTARA Rp 782.000 Rp 782.000
26 | GORONTALO Rp 764.000 Rp 764.000
27 | SULAWESI BARAT Rp 704.000 Rp 704.000
28 | SULAWESI SELATAN Rp 732.000 Rp 732.000
29 | SULAWESI TENGAH Rp 951.000 Rp 951.000
30 | SULAWESI TENGGARA Rp 786.000 Rp 786.000 i
31 | MALUKU Rp 667.000 Rp 667.000
32 | MALUKU UTARA T Rp 600.000 Rp 600.000
33 | PAPUA Rp 829.000 Rp 829,000
34 | PAPUA BARAT Rp 718.000 Rp 718.000

Pembiayaan batas tertinggi at coast



H. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama
Jabatan
Desa

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas [SPD) Nomor .........c.... tanggal ....ooouee dengan
ini kam menvatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biava transport Aparatur Desa di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bulkti
pengeluarannya, meliputi :

No Uraian Jumlah
1.

2.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas bener-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat
kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut
ke Kas Desa.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui 000000 e e e . s .
Pengguna Anggaran { PKPKD Pelaksana SPD

....................................

BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID



H. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama
Jabatan
Desa

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor .............. tanggal ............ dengan
ini kami menyatakan dengan sesungpuhnya bahwa :

1. Biaya transport Aparatur Desa di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti
pengeluarannya, meliputi :

No i Uraian Jumlah

I,E
|

b3

2. Jumish wuang tersebut pada angka 1 diatas bener-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat

ikelebthan atas pembayaran. kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut
ke Kas Desa.

Demikian pernyataan ini kami buat dengen sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui /Menyetujui S e S 2 e e
Pengguna Anggaran /PKPKD Pelaksana SPD

....................................

BUPATI PINRANG

P o
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